PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI

Menimbang

Mengingat

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

bahwa sehubungan dengan hasil evaluasi atas pelaksanaan
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan adanya
bencana, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12
Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pasuruan;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 17 Nomor 73 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;



Menetapkan

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan,;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai
Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun
2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri
terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 47 Tahun 2017 tentang
Pengaturan Hari dan Jam Kerja serta Pelaksanaan Apel
bagi Pegawai;
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 44 Tahun 2018 tentang
Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Pasuruan Nomor 4 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2020
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PASURUAN



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2020
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun
2020 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (3), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a
dilakukan penilaian berdasarkan pelaksanaan tugas dan/atau penilaian dari
Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

o o p

Uraian jabatan;
Indikator kinerja utama;

Perjanjian kinerja; atau

d. Indikator kinerja individu.

(3) TPP diberikan kepada ASN berdasarkan produktivitas kerja sebesar 60%

terdiri dari :

a. 40% capaian kinerja individu dituangkan dalam aktifitas kerja harian
dengan rumus (waktu aktifitas kerja/6.750) x dasar penghitungan
penerimaan TPP ASN x 40%;

b. 20% capaian kinerja organisasi berdasarkan nilai SAKIP Perangkat
Daerah tahun sebelumnya dengan skor prosentase sebagai berikut:

a)

b)

d)

Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A dan AA, maka skor
prosentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 100 (seratus);

Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai BB, maka skor
prosentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 90 (sembilan
puluh);

Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B, maka skor
prosentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 80 (delapan
puluh);

Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai CC, maka skor
prosentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 70 (tujuh
puluh);

Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai C, maka skor
prosentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 60 (enam
puluh); dan

Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai D, maka skor
prosentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 50 (lima
puluh).

2. Ketentuan Pasal 11 diubah dengan menambah 2 (dua) ayat setelah ayat (6)
yaitu ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Pasal 11

Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 9 ayat (3) huruf a
dilakukan dengan pengurangan tambahan penghasilan.

Pengurangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain :

a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan;
b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan; dan

c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan.

Penilaian Disipilin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran
pegawai.

Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada saat masuk
kerja dan pada saat pulang kerja.

Setiap pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pagi dikenakan pengurangan
TPP Pegawai ASN sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) dari penilaian
disiplin kerja tiap tidak mengikuti Apel.

Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti Apel pagi karena alasan yang sah
tidak dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN dengan melampirkan
dokumen pendukung berupa surat tugas atau surat keterangan lainnya
dengan diketahui oleh kepala OPD.

Ketentuan pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak diberlakukan apabila

terjadi :

a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan
dan tanah longsor;

b. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi,
gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit; atau

c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi
konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat dan
teror.

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Juli 2020
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Juli 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

MISBAH ZUNIB
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 31
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